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KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SINTANG 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG 

Nomor : 58/PL.02-Kpt/6105/KPU-Kab/II/2020 

TENTANG 

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINTANG 

TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN €OVID-19 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02­ 
Kpt/O1/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang 
Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Wahikota Tahun 2020 dalam upaya 

pencegahan penyebaran Covid-19; 

b. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 
21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02­ 

Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan 

Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran 
Covid-19, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Komisi pemilihan Umum 

Kabupaten Sintang tentang Penundaan Tahapan 
Pemihihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang 
Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran 
Covid-19; 

mengingat... 
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I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IL 

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemihihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5898]; 

3. Peraturan Komisi Pemihihan Umum Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi 

Independen Pemihihan Aceh, dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan 
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa 

Kali.. 
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kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemihihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemihihan 
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata 

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1498), 

4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakif Walikota Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 193); 

6. Keputusan... 



Memperhatikan 

6. Keputusan Komisi Pemihihan Umum Nomor 

179/PL.02-Kpt/O1/KPU/II/2020 tanggal 21 Maret 
2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran 
Covid-19; 

7.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sintang Nomor 39/PL.02-Kpt/6105/KPU­ 
Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor : 

1883/HK.03.1-Kpt/6105/KPU-Kab/IX/2019 tentang 
Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sintang Tahun 2020; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sintang Nomor: 44 - 57/PP.04.2-Kpt/6105/PU­ 
Kab/Ill/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan 
Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten 
Sintang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sintang Tahun 2020; 

I. Surat Edaran Komisi Pemihihan Umum Nomor 4 
Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan 

Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Corona 
Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 
Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang 
Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor : 179/PL.02-Kpt/O1/KPU/III/2020 tentang 
Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya 
pencegahan penyebaran Covid-19; 

3. Berita Acara Rapat leno Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sintang Nomor : 30/PL.02-BA/6105/KPU­ 
Kab/I1/ 2020 tanggal 22 Maret 2020; 

MEMUTUSKAN:. 
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MEMUTUSKAN­ 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

SINTANG TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATT SINTANG TAHUN 2020 DALAM 

UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN €OVID-19 

Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sintang Tahun 2020 dalam upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19; 
Penundaan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU, meliputi; 
1 Menunda pelantikan Panitia Pemungutan Suara sampai 

dengan batas waktu yang akan diatur kemudian; 
2. Menunda penyampaian salinan Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang penetapan 
dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara 

se Kabupaten Sintang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Sintang Tahun 2020, dengan masa kerja Panitia 

Pemungutan Suara yang akan diatur kemudian; 

3. Menunda pembentukan Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih; 
4. Menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan 

daftar pemilih, 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan; 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 22 Maret 2020 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 
KABUPATEN SINTANG, 

ttd 

HAZIZAH 
Salinan sesuai dengan as#ya 

FU Kacujaten Sutang 
bag rHukum, 

C 
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